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Kebolehan berpoligami serta pengurusan surat-surat dalam perceraian 
yang dianggap susah memuncul niat untuk memalsukan persyaratan administrasi 
dalam perkawinan.  
Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji batalnya perkawinan poligami 
akibat pemalsuan identitas serta akibat hukum perkawinan poligami dengan 
pemalsuan identitas terhadap anak-anaknya dan harta yang ditinggalkan. 
Jenis penelitian adalah normatif empiris melalui pendekatan kualitatif 
dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Data yang telah 
terkumpul diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk dapat menjawab 
permasalahan. 
Hasil penelitian bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah 
mengatur hukum pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan yaitu 
pada pasal 27 ayat 2. Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yaitu 
menggunakan pasal 24 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta kompilasi 
Hukum Islam pasal 71 huruf (a). Terhadap anak yang dilahirkan adalah tetap 
dianggap anak sah, mengenai harta diselesaikan menurut hukumnya masing-
masing baik menurut hukum agama, hukum adat maupun hukum lainnya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 







The goodness of polygamy and the handling of documents in divorce that 
are considered difficult to do to falsify administrative requirements in marriage. 
This study examines the cancellation of polygamy marriages due to 
falsification of identity as well as the law of polygamy marriages with falsification 
of identity of children and property needed. 
This type of research is empirical normative through qualitative research 
using descriptive analytical methods. Data collection techniques using study 
documentation and interviews. The data that has been collected is processed, 
analyzed, and interpreted to be able to answer questions. 
The research results stated in Law No. 16 of 2019 concerning 
Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has proven the law of 
cancellation of marriage because it is considered not in accordance with article 
27 paragraph 2. Enlargement of marriage due to falsification of identity using 
article 24 of Law No. 16 of 2019 and the compilation of Islamic Law article 71 
letter (a). Against children who argue is that they are still considering children, 
about assets that are approved according to their respective laws in accordance 
with religious law, customary law and also other laws. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, accepting, and all those who need it in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Nikah atau perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam 
masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum 
antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Untuk itu agar hubungan 
menjadi legal, syarat-syarat yang ditetapkan dalam pernikahan harus 
dipenuhi. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa  
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Berdasarkan pengertian tersebut jelas terlihat bahwa dalam sebuah 
perkawinan memiliki dua aspek, yaitu aspek formil (hukum) dan aspek sosial 
keagamaan. Aspek formil dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, 
artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, 
juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang 
bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu. Aspek 
sosial keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan 
berdasarkan “Ketuhanan Yang maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai 
hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur 
jasmani tapi unsur batin berperan penting. 
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Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan 
adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan akibatnya adalah kewajiban dan 
hak yang mereka tentukan. Oleh karena suatu perikatan perkawinan hanya sah 
apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, dalam Islam sahnya 
suatu perkawinan apabila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya. 
Meskipun pada prinsipnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 
berasaskan monogami, akan tetapi Undang-Undang tersebut dan Kompilasi 
Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) sebenarnya menganut kebolehan 
poligami walaupun terbatas hanya sampai empat orang isteri saja. Kebolehan 
berpoligami tersebut memang tidaklah terlepas dari berbagai persyaratan. 
Persyaratan-persyaratan seseorang dapat berpoligami yang tercantum dalam 
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam 
memanglah sangat berat, sehingga menyebabkan orang seringkali mengambil 
jalan pintas dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
Salah satu kasus cukup unik yang terjadi di Pengadilan Agama 
Kabupaten Pemalang adalah pemalsuan identitas seorang mempelai wanita. 
Pada salinan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor: 
2256/Pdt.G/2011/PA.Pml. menyebutkan bahwa ada seorang wanita yang 
menggunakan identitas palsu untuk melaksanakan perkawinan, wanita 
tersebut adalah orang yang beralamatkan Desa Mandiraja, Kecamatan Moga, 
Kabupaten Pemalang yang berstatus bersuami dengan dibuktikan dengan 
Buku Nikah atas nama wanita tersebut dengan XXXX yang menikah di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga pada hari Jum’at tanggal 21 Juli 
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2000 dengan menggunakan wali hakim. Dengan nomor Akta Nikah 
138/62/VII/2000. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian 
terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pemalang dengan 
judul "BATALNYA PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN 
IDENTITAS ISTRI " 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana batalnya perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas ? 
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan poligami dengan pemalsuan 
identitas terhadap anak-anaknya dan harta yang ditinggalkan ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini antara lain : 
1. Untuk mengkaji batalnya perkawinan poligami akibat pemalsuan 
identitas. 
2. Untuk mengkaji akibat hukum perkawinan poligami dengan pemalsuan 
identitas terhadap anak-anaknya dan harta yang ditinggalkan. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat teoritis : untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang 
hukum perdata, baik materiil maupun formil.  
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2. Manfaat praktis : sebagai referensi bagi pencari keadilan serta 
memberikan kejelasan pada masyarakat umumnya tentang ketentuan 
hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang pembatalan 
perkawinan. 
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka berfungsi untuk mengetahui apakah hal yang akan di 
teliti tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum sama sekali. Oleh 
karena itu, untuk menjaga kemurnian penelitian ini, penulis melakukan telaah 
pustaka atau kajian terlebih dahulu. Adapun kajian pustaka yang telah penulis 
lakukan antara lain adalah: 
Skripsi yang ditulis oleh Zulkarnain yang berjudul “Manipulasi 
Identitas dalam Perkawinan”(Studi Kasus pada KUA Kecamatan Kadugede, 
Kuningan, Jawa Barat) Tahun 2010 Jurusan Konsentrasi Administrasi 
Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.1 Skripsi ini membahas tentang hal-hal 
yang terjadi di KUA Kecamatan Kadugede, Kuningan, Jawa Barat dan upaya 
mencegahnya hal-hal yang mengenai manipulasi identitas perkawinan yang 
sering terjadi karena keinginan berpoligami dan ingin berproses cepat dalam 
perkawinan. 
Skripsi yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri yang berjudul “Efektivitas 
Pencatatan Perkawinan pada KUA Bekasi Utara”, tahun 2011 Jurusan 
                                                        
1 Zulkarnain, Manipulasi Identitas dalam Perkawian pada KUA Kecamatan Kedugede, 




Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Al-
Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.2 Dalam 
skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana pencatatan perkawinan di KUA 
dari tahun 2008 sampai 2010 apakah sudah berjalan efektif, terutama dalam 
sosialisasi KUA pada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. 
Agar timbul kesadaran hukum di masyarakat untuk mencatatkan 
perkawinannya karena dengan dicatatnya perkawinan maka akan 
mendapatkanbukti autentik sebagai kepastian hukum dan kejelasan status 
anak. 
Skripsi yang ditulis oleh Ade Ani Satriani yang berjudul “Penerapan 
Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Surabaya 
dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”, tahun 2014 Jurusan Hukum 
Islam Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya.3 Skripsi ini meneliti tentang bagaimana mekanisme SIMKAH 
Online di Surabaya dan bagaimana penerapan SIMKAH di KUA Surabaya 
dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007. Apakah sudah merata dalam 
penerapan dan sosialisasinya pada masyarakat dalam hal pencatatan 
perkawinan. 
Maka melihat dari kajian pustaka penelitian terdahulu dapat dilihat 
persamaan dan perbedaannya, untuk persamaannya penulis sama-sama 
meneliti tentang pencatatan perkawinan dan perbedaannya penelitian penulis 
                                                        
2 Isti Astuti Savitri, Efektivitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara, 
Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2011. 
3 Ade Ani Satriani, Penerapan Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) Online di KUA Surabaya 




lebih pada terjadinya kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan 
identitas seorang istri di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang.  
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian : 
a. Normatif  
 Jenis Penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan 
atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-
bahan hukum yang lain. Pendekatan normatif menggunakan data 
sekunder4 yaitu untuk menganalis putusan Pengadilan Agama 
Pemalang Nomor : 2256/Pdt.6/2011/PA.Pml menggunakan studi 
kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, 
sistematik hukum dan sejarah hukum.  
b. Empiris 
Jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan 
langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui 
penelitian lapangan, penelitian hukum empiris memberikan arti 
penting terhadap analisis yang bersifat kuantitatif dan empiris, 
sehingga langkah dan desain teknis penelitian tersebut mengikuti pola 
                                                        
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Pres, 
2012, hal. 13. 
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dari penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologis (socio–legal 
research)5. 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode yang 
menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di 
lapangan, sedangkan yang dimaksud penelitian dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau 
perilaku yang diamati. Objek normatif di sini adalah Undang-Undang 
No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, dan sebuah putusan hakim di Pengadilan 
Agama. 
3. Sumber Data 
a. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 
melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 
resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.6 Penelitian ini dilakukan di 
lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang. 
b. Data Sekunder 
Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pemalang serta 
pihak-pihak yang berkompeten dilakukan untuk mendapatkan data 
                                                        
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, 
hal. 93 
6 Ibid, hal. 106. 
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yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan penelitian. 
Data yang diperoleh dari wawancara ini akan disinergikan dengan 
data-data yang diperoleh dari studi dokumentasi. 
4. Metode Pengumpulan Data 
a. Studi Dokumentasi  
Studi dokumentasi terdiri dari bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah data hasil wawancara 
dengan hakim Pengadilan Agama Pemalang. Sedangkan bahan 
hukum sekundernya adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1919, 
Kompilasi Hukum Islam dan amar putusan Pengadilan Agama 
Pemalang yang telah berkekuatan hukum tetap serta buku-buku 
hukum lain yang mendukung dan memperjelas. 
b. Interview atau Wawancara  
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang 
dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan penelitian. Data 
yang diperoleh dari wawancara ini akan disinergikan dengan data-
data yang diperoleh dari studi dokumentasi. 
5. Metode Analisis Data 
Data yang telah terkumpul diolah, dianalisis, dan 
diinterpretasikan untuk dapat menjawab permasalahan yang telah 
dirumuskan dengan langkah-langkah sebagai berikut :  
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a. Seleksi data, setelah memperoleh data dan bahan-bahan penelitian 
baik melalui studi dokumentasi, maupun wawancara, lalu diperiksa 
kembali satu per satu agar tidak terjadi kekeliruan.  
b. Klasifikasi data, setelah data dan bahan diperiksa lalu di klasifikasikan 
dalam bentuk dan jenis tertentu, kemudian diambil kesimpulan. 
Metode analisis yang digunakan adalah content analysist dan 
analisis wacana. Dalam hal ini, setiap data akan dianalisis dari 
beberapa sudut pandang. Data yang dianalisis merupakan data yang 
bersumber dari sumber data, baik yang didapat melalui wawancara 






1. Pengertian Perkawinan 
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan: 
a. Perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah. 
b. (sudah) beristri atau berbini dalam bahasa pergaulan artinya 
bersetubuh.7 
Pengertian senada juga dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Kawin diartikan dengan: 
a. Menikah 
b. Bersetubuh 
c. Berkelamin (untuk hewan)8 
Perkawinan adalah: 
a. Pernikahan; hal (urusan dan sebagainya) kawin. 
b. Pertemuan hewan jantan dan hewan betina secara seksual.9 
Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kawin diartikan dengan 
“menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, 
melakukan hubungan seksual bersetubuh”.10 
 
                                                        
7 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, hal. 
453. 
8 Tim Penyusun Kamus Pusat-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, hal. 398. 
9 Ibid, hal. 399. 




2. Tujuan Perkawinan 
Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk 
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan 
bahagia.11 Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul 
Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:12 
a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan 
menumpahkan kasih sayang. 
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 
kerusakan. 
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak 
serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. 
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 
tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. 
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama 
yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi 
hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal 
bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya 
dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat 
perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila 
keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus 
                                                        
11 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hal. 8. 
12 Ibid., hal. 10 
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ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka 
perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya:calon suami, 
calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. 
Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu 
dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam 
syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat 
pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subyektif, dan syarat 
formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan 
menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat obyektif.13 
Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai 
dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai 
berikut :14 
a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai (Pasal 6 ayat (1)). 
b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 
(1)). 
c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, 
kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 
21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan 
Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun 
(Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)). 
d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :  
1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah 
ataupun ke atas.  
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 
antara seorang dengan saudara neneknya 
3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 
ibu/bapak tiri. 
                                                        
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010, 
hal. 76. 
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019., hal. 4-7 
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4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 
saudara susuan dan bibi/paman susuan. 
5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih 
dari seorang. 
6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 
lain yang berlaku, dilarang kawin. 
e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain 
tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam 
Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9). 
f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain 
dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka 
tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang 
bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10). 
g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi 
telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11) 
 
4. Syarat Sah Perkawinan 
Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, 
di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi 
sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memilki 
implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya 
dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul 
hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban 
menafkahi anak dan istri, dan lain-lain. 
Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan 
terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu : 
a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu. 




Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa dengan mengindahkan tata cara 
perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan 
kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai 
Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. 
Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut 
hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari 
ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya 
sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-
undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan 
ketentuan agama dengan sendirinya menurut undang-undang 
perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum 
sebagai ikatan perkawinan.15 
B. Pembatalan Perkawinan 
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 
Tahun 2019. 
Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri 
sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan 
apabila tidak memenuhi syarat-syarat (pasal 22-28 UU No. 16 tahun 
2019), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya 
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syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur 
terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. 
Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan pengadilan 
yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak 
sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. 
Menurut Soedaryo Soimin : “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan 
yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai undang-
undang”. “Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan 
yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, 
akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.16  Bagi 
perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan 
lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila pernikahan 
telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum 
munakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, 
Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas 
permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu 
perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. 
Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No. l6 Tahun 
2019 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada pasal 22 sampai dengan 
pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Bab VI pasal 37 dan 38.  
                                                        




Adapun pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan 
perkawinan yaitu: pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat 
berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, 
suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di 
Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di 
Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur 
dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. l6 Tahun 2019 yang 
menyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah 
keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan 
berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada 
upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke 
posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap 
tidak pernah ada. 
Menurut Riduan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan 
pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus 
demi hukum” artinya: “Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian 
mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan 
perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan 
perkawinan itu, misalnya si suami atau isteri murtad dari agama Islam dan 
kemudian memeluk agama atau kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka 
perkawinannya putus demi hukum Islam”.17 Perkawinan yang putus demi 
hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya 
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Bandung: Alumni, 2011, hal. 42: 
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tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya 
alamiah. 
Di dalam pasal 22 UU No. 16 Tahun 2019 dinyatakan dengan 
tegas “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi 
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam 
penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau 
bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-
masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat 
menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang 
pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak 
ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti 
nietig verklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak.18 
Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat 
difasidkan jadi relative nietig. Dengan demikian perkawinan dapat 
dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan 
karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan 
pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan 
baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur 
terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-
undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka 
Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas 
permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang 
                                                        
18 Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis 
Perkembangan, Jakarta: Prenada Kencana, 2014, hal. 54. 
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dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam 
garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki 
kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai di sini suatu 
perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. 
Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. 
Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Contoh, misalnya tidak 
terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan 
prosedural lainnya. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.  
Sedangkan yang kedua pembatalan perkawinan menurut 
Kompilasi Hukum Islam.  Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan 
baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad’i bisa 
bernilai sah dan bisa bernilai fasad (fasid) atau batal (batil). Fasad dan 
fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad 
perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara 
keduanya, sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebagai 
fasad oleh sebagian yang lain.19 Dalam hukum Islam, pembatalan 
perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh berarti mencabut atau 
menghapus. Hukum Islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak 
mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata di 
dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan 
yang dibina, maka perceraianlah yang dilakukan.20 
                                                        
19 Rahmat Hakim,  Hukum Perkawinan Islam, Bandung : Pustaka Setia, 2010. hal. 187. 
20 Hilman Hadikusuma, Op.cit, hal.41. 
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Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa 
perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu 
pihak oleh hakim Pengadilan Agama.21 Tuntutan pemutusan perkawinan 
ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau 
merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya 
perkawinan. Pada asasnya fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam 
pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh pihak istri dari pada pihak 
suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak 
talak yang diberikan agama kepadanya.22 
Adapun talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga 
setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi 
suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba’in. sedangkan arti mengurangi 
pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami 
yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami 
dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi 
hilangnya hak talak itu, yakni menjadi talak raj’i.23  
Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan atau 
pun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri 
ikatan perkawinan seketika itu. Selain itu, pisahnya suami istri karena 
talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami men-talak istrinya 
dengan talak raj’i, lalu rujuk lagi semasa iddah-nya, atau akad lagi 
                                                        
21 Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang 
No.1 Tahun 1974), Yogyakarta: Liberty, 2014, hal. 113. 
22 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulang Bintang, 
1974, hal. 194. 
23 Abdur Rahman Ghazaly, Op.cit, hal.86. 
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sehabis iddah-nya, dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu 
kali talak, dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi. 
Adapun pisahnya suami istri karena fasakh, maka hal ini tidak berarti 
mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya fasakh karena khiyar 
baligh, kemudian kedua orang suami istri tersebut kawin dengan akad 
baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.24 
Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah 
adalah membatal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, 
adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah 
itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan 
menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.25 Dalam 
arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan 
maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, sebagai berikut : “Pembatalan ikatan pernikahan oleh 
Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat 
dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah 
terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Definisi tersebut di atas 
mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari fasakh 
itu, yaitu, Pertama: kata “pembatalan” mengadung arti bahwa fasakh 
mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Kedua: kata 
“ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak 
boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan 
                                                        
24 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah 8, Bandung: Al-Ma’arif, 2009, hal. 125. 
25 Abdul Azis Dahlan, Ensilopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru, 2013, hal. 217. 
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tidak terhadap yang lainnya. Ketiga: kata “Pengadilan Agama” 
mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan 
perkawinan itu adalah lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah 
Pengadilan Agama, bukan di tempat lain. Ke empat: kata “berdasarkan 
tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama 
atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum 
pernikahan”.26 Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya fasakh, yaitu 
pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan atau 
pernikahan yang telah berlangsung ketahuan kemudian hari tidak 
memenuhi ketentuan hukum pernikahan. 
Fasid nikah merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan 
melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut 
mempunyai cacat hukum. Hal itu dibuktikan seperti tidak terpenuhinya 
persyaratan atau rukun perkawinan atau disebabkan dilanggarnya 
ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Contoh: Pertama, 
karena persyaratan, misal keduanya dinikahkan tanpa wali atau wali tidak 
berhak menjadi wali. Kedua, karena ketentuan nikah tidak boleh 
dilaksanakan, misal menikahi wanita yang masuk dalam kelompok yang 
diharamkam untuk dinikahi. Kalau diketahui sebelum akad, hal itu 
berakibat terhalangnya perkawinan tersebut. Akan tetapi, kalau halangan 
tersebut baru diketahui setelah akad dilangsungkan, nikah tersebut di-
fasid-kan. Sebagaimana firman allah swt, dalam surat An-Nisa ayat 23: 
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Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak 
perempuan,saudara-saudara perempuan, saudara-saudara perempuan 
ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan 
dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusukanmu, saudara 
perempuan yang sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak 
perempuan istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah 
kamu tiduri. Tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah 
kamu ceraikan) maka tidak dosa kamu mengawininya dan 
(diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan 
menghimpun (dikawini bersama) dua orang perempuan bersaudara 
kecuali pernah terjadi di masa lalu, sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang”.27 
 
Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita 
ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan 
yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang 
telah disyari’atkan dalam syari’at Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi 
apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan 
tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian 
karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan 
pembatalan perkawinan. Begitu pula para pihak yang berhak 
menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami 
atau istri saja. 
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan 
Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas 
dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barang siapa 
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karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua 
belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan 
pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan 
pasal 1 ayat (2) dan pasal 4. 
Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan 
perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, 
yaitu Undang-Undang 16 Tahun 2019 ttentang perkawinan. Selain dari 
undang-undang pembatalan perkawinan didasari juga dengan hukum 
Islam yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam.  
Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah kitab hukum yang 
dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga meng-cover 
permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI 
tentang batalnya perkawinan pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap 
dan terinci. 
Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi baik ketika akad 
perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang 
kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya. Sebagaimana 
yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 mengenai 
perkawinan batal apabila : 
a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad 
nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah 
satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i.  
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b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali 
talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan 
pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria 
tersebut dan telah habis masa iddah-nya.  
c. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari 
isteri atau isteri-isterinya. 
Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada 
Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal suami atau istri atau 
perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai 
setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang 
dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 74 ditentukan sebagai 
berikut : 
a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada 
Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal suami atau isteri atau 
tempat perkawinan. 
b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan 
Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak 
saat berlangsungnya perkawinan. 
3. Tata Cara Pembatalan Perkawinan 
Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan 
Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat 
perkawinan dilangsungkan. Perkawinan batal dimulai setelah putusan 
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Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku 
sejak saat berlangsungnya perkawinan. 
Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan 
mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai 
dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan 
Pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, 
sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.  
Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan yaitu antara lain: 
a. Pengajuan gugatan. 
Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada 
Pengadilan Agama yang meliputi: 
1) Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan 
dilangsungkan.  
2) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami 
isteri.  
3) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami. 
4) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri. 
Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, pemohon 
bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan 
bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh 
pemohon disertai lampiran yang terdiri dari: 
1) Fotocopy tanda penduduk.  
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2) Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa pemohon 
benar-benar penduduk setempat.  
3) Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan 
pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.  
4) Kutipan akta nikah 
b. Penerimaan Perkara.  
Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera, 
SKUM atau Surat Kuasa Untuk Membayar yang di dalamnya telah 
ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu 
pemohon membayar panjar biaya perkara setelah itu pemohon 
menerima kuitansi asli. Surat permohonan yang telah dilampiri 
kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan 
tersebut diproses dan dilakukan pencatatan dan diberi nomor perkara. 
Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang. 
c. Pemanggilan.  
Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi 
yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai 
disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. 
Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh pemohon 3 (tiga) 
hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggang waktu 
antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu 




d. Persidangan.  
Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan 
perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 
diterimanya berkas/surat permohonan tersebut. Pengadilan Agama 
akan memutuskan unruk mengadakan sidang jika terdapat alasan-
alasan seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2019 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. 
Setelah dilakukan sidang, Ketua Pengadilan membuat surat 
keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan 
kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan 
perkawinan. 
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 
Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan 
perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019 jo Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang 
mempunyai rumusan berbeda. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap: 
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.  
b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali 
terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas 
dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.  
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c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang 
mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan 
tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan 
pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :  
a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.  
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.  
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad 
baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 
5. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan 
Ketika menjalankan suatu bahtera perkawinan tidak terlepas dari 
permasalahan yang timbul bukan hanya dari pihak intern namun juga 
dapat berasal dari pihak luar yang dimungkinkan akan berakhir dalam 
suatu perceraian. Namun di samping dari berakhirnya perkawinan dengan 
jalan perceraian, dikarenakan beberapa hal putusnya hubungan 
perkawinan juga dapat di sebabkan adanya pembatalan perkawinan. Baik 
di dalam hukum Islam maupun hukum negara terjadinya suatu 
pembatalan perkawinan dibenarkan sebagai suatu bentuk berakhirnya 
hubungan antara suami-isteri. Terdapat beberapa alasan-alasan yang 
dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan suatu pembatalan 




a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatatan 
Perkawinan yang tidak berwenang.  
b. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah. 
c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. 
d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar 
hukum.  
e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri 
suami atau isteri. 
Bilamana ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka 
perkawinannya merupakan perkawinan batal atau perkawinan di-fasid-
kan. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari 
permulaannya, yakni mulai akad nikah, sedangkan perkawinan fasid 
dianggap putus mulai hari diputus oleh pengadilan. Menurut Kompilasi 
hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : 
a. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.  
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 
isteri pria lain yang mafqud.  
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. 
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 
ditetapkan dalam pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019.  
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 
yang tidak berhak.  
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seseorang. 
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Dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan terdapat pula hal-hal 
yang membatalkannya/gugur. Maksud gugurnya pembatalan ialah 
menghindari hak penuntutan kedua kalinya karena satu perbuatan juga. 
6. Pihak yang Berhak Melakukan Pembatalan Perkawinan  
Dalam suatu proses pembatalan perkawinan yang dilaksanakan 
antara suami/isteri diatur oleh syarat-syarat yang secara tegas termuat di 
dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam baik 
yang menyangkut pihak-pihak, kelengkapan administrasi, maupun 
prosedur pelaksanaannya.  
Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 
rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut 
Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. 
Persyaratan yang berkaitan dengan orang atau pihak yang berhak 
mengajukan pembatalan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang 
Perkawinan yakni UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut :  
a. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami 
atau dari isteri.  
b. Suami atau isteri itu sendiri.  




d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang berkepentingan hukum 
secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah 
perkawinan itu putus.  
e. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari 
kedua calon mempelai, tanpa mengurangi hak pengadilan untuk dapat 
memberi ijin seorang suami beristeri lebih dari seorang dan tanpa 
mengurangi hak suami yang akan beristeri lebih dari seorang 
mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi (pasal 
24 UU Nomor 16 Tahun 2019). 
Dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan tersebut 
akan diangap sah apabila pembatalan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak 
yang memiliki kompetensi di hadapan hukum untuk mengajukannya, 
yakni :  
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari 
suami atau isteri.  
b. Suami atau isteri.  
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 
undang-undang.  
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam 
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan 




C. Pemalsuan Identitas 
1. Pengertian Pemalsuan Identitas 
Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu 
masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan 
untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. 
Pemalsuan/manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni 
pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang 
berasal dari bahasa Inggris yaitu manipulation yang berarti 
penyalahgunaan atau penyelewengan28 Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan 
untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang 
lain itu menyadarinya.29 Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis 
pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban 
masyaraka. Sedangkan pengertian identitasnya dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus 
seseorang, dan jati diri seseorang. Manipulasi/pemalsuan identitas dalam 
perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang 
dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, 
tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang 
                                                        
28 John M Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, 2010, 
hal.  372. 
29 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 
2012, hal. 712. 
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dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat 
negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan.30 
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 
dua norma dasar yaitu : 
a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam 
kelompok kejahatan penipuan. 
b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam 
kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.31 
Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada 
keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini 
mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal 
dari orang lain atau pelaku, dan ini disebut sebagai pemalsuan materiil, 
karena asal dari surat itu ialah palsu. Kejahatan yang serupa dengan 
penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui 
penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan, menyalin, 
penggandaan, dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsu, 
meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama 
mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.  
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 
kebenaran dan kepercayan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi 
diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam 
                                                        
30 Adresau Sipayung, Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin 
Menurut No.1 Tahun 1974 dan KHI, Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 5 




masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya 
jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen 
lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi 
kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. 
Masalah yang menyebabkan pemalsuan identitas karena 
disebabkan beberapa faktor yaitu : 
a. Sikap mental buruk pelaku yang pada dasarnya ingin mengeruk 
keuntungan sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri 
sendiri. 
b. Masih kurangnya pengetahuan sebagian anggota masyarakat tentang 
perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya dan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum munakahat. 
c. Masih kurang tertib administrasi pencatatan perkawinan, akibat 
kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknisi para petugas atau 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan walinya. 
d. Ketidakteraturan dan kelemahan sistem administrasi kependudukan 
yang dijadikan pintu utama untuk melakukan pemalsuan identitas. 
e. Modusnya, tahu sama tahu, komitmen untuk merahasiakan ditambah 
dengan iming-iming, sejumlah uang, selembar KTP palsu dapat 
diperoleh. 
f. Aparat yang negoitable atau modus konspirasi (persekongkolan) 
masih tetap eksis sampai sekarang. 
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g. Kurang koordinasi antara pejabat/petugas pencatat perkawinan yang 
berwenang menanganinya. 
h. Belum sepenuhnya diterapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2019 tentang perkawinan dan peraturan pelaksananya, termasuk 
hukum munakahat belum merata di kalangan masyarakat dan 
instansi-instansi yang mengakibatkan kurangnya hukum.32 
Faktor-faktor yang menyebabkan individu memalsukan syarat-
syarat perkawinan antara lain karena : 
a. Surat-surat tidak lengkap 
Prosedur pernikahan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang 
paling utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Namun 
perkawinan juga merupakan suatu hal yang mempunyai dasar-dasar 
hukum. Jadi perkawinan bukan suatu permainan, karena perkawinan 
mempunyai kedudukan hukum, baik hukum menurut syariat Islam 
maupun hukum menurut undang-undang. Pendaftaran pernikahan 
sesuai ketentuan yang berlaku adalah setiap pasangan mempelai yang 
akan melangsungkan pernikahannya harus mendaftarkan dirinya 
kepada Kantor Desa setempat. Langkah ini harus ditempuh setiap 
pasangan untuk memperoleh surat pengantar. Jika tidak ada surat 
pengantar dari desa atau kelurahan setiap pasangan tidak dapat 
melakukan pernikahan. 
 
                                                        
32 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 111 
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b. Calon mempelai masih di bawah umur. 
Adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun 
dan calon mempelai wanita 16 tahun, bahwa calon suami isteri itu 
harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, 
agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa 
berakhir pada perceraian dan medapatkan keturunan yang baik dan 
sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara suami isteri 
yang masih di bawah umur. 
c. Salah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain. 
d. Mengubah identitasnya. 
Bukti yang menerangkan identitas diri adalah Kartu Tanda 
Penduduk dan surat keterangan yang diminta dari Kepala Desa atau 
Kantor Kelurahan setempat  dimana calon mempelai bertempat tinggal, 
namun akan menjadi sebuah persoalan tersendiri apabila yang terjadi 
adalah surat keterangan yang digunakan ternyata tidak benar, baik dari 
cara memperolehnya maupun isi di dalamnya.  
2. Ketentuan Hukum Pemalsuan Identitas 
Di dalam perkawinan apabila terjadinya pemalsuan identitas maka 
itu akan berdampak pada timbulnya pembatalan perkawinan, ini karena 
unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri 
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat 
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mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu 
berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau 
isteri. 
Apabila dilihat dari segi yuridis pemalsuan surat perkawinan 
mempunyai dua kemungkinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan 
berdasarkan surat palsu dapat dimintakan pembatalannya dan apabila 
tidak dimintakan pembatalannya maka status perkawinan tetap sah. 
Dengan demikian dapat diketahui konsekuensi pemalsuan surat 
perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum 
perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan 
Pasal-Pasal dalam KUH Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 
253, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, dan ditambah dengan 
Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. 
3. Pembuktian terhadap pemalsuan identitas 
Dalam suatu sengketa perdata, sudah pasti para pihak telah merasa 
yakin apa yang diperjuangkan, yang dituntut di depan hakim adalah 
sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran itu, 
disebabkan oleh ketersediaan bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi, 
dan berbagai alat pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka akan 
mendukung tuntutan haknya.33 Pembuktian adalah penyajian alat bukti 
yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara 
                                                        




guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 
dikemukakan.34  
Membuktikan dalam arti logis adalah memberi kepastian yang 
bersifat mutlak atas suatu peristiwa yang sulit dibantah kebenarannya oleh 
siapa saja, termasuk oleh pihak lawan. Adapun membuktikan dalam arti 
konvensional adalah membuktikan suatu peristiwa tetapi tidak bersifat 
mutlak (sehingga kepastiannya sangat relatif).35  
Beban pembuktian haruslah berjalan secara obyektif, adil dan 
seimbang agar masing-masing dapat membuktikan sesuatu yang benar 
dan dimungkinkan pula seseorang dapat membuktiksn apa yang tidak 
benar. Aturan-aturan pembuktian yang dicakup dalam hukum pembuktian 
dimaksudkan untuk digunakan dalam memeriksa sengketa untuk 
mencapai pada suatu putusan akhir baik dalam perkara perdata maupun 
perkara pidana.36  
Prinsip pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata 
adalah apa yang disebut dengan istilah beyond reasonable doubt. 
Kebenaran yag diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang 
tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai 
kebenaran hakiki.37 Prinsip yang dianut tidak bersifat stelsel negatif 
(negatief wettelijk stelsel), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang 
menuntut pencarian kebenaran. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan 
                                                        
34 Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
Cet. ke-6 2013, hal. 83. 
35 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2013, hal. 96. 
36 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Bandung: PT. Alumni, 2004, 
hal. 12. 
37 R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2015, hal. 9. 
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dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan 
mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim.  
Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti 
yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai 
kebenaran hakiki. Sistem pembuktian ini dianut dalam Pasal 183 
KUHAP. Namun tidak demikian dalam proses peradilan perdata, 
kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formal 
(formeel waarheid). Dalam putusan MA No. 3136K/Pdt/ 1983 ditegaskan 
bahwa tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan 
kebenaran materil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan 
dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan mengambil putusan 
berdasarkan kebenaran formil.38  
Di dalam pembuktian harus ada jenis-jenis alat bukti, tidak sama 
jenis atau bentuk alat bukti yang diakui dalam perkara pidana dan perkara 
perdata. Demikian juga titik berat alat buktinya berbeda, dalam acara 
pidana sesuai ketentuan Pasal 148 KUHAP, alat bukti yang diakui secara 
enumeratif terdiri dari: 
a. Keterangan saksi 
b. Keterangan ahli  
c. Surat 
d. Petunjuk,dan  
e. Keterangan terdakwa  
                                                        
38 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-13, 2015, hal. 498. 
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Dalam hukum acara pidana alat bukti yang paling utama adalah 
keterangan saksi. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak 
pidana berusaha menyingkirkan atau menghilangkan alat bukti tulisan dan 
apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana  yang 
dilakukan oleh para pelakunya sehingga menyulitkan para penyidik, 
penuntut dan hakim untuk mengungkapkan kebenaran perbuatan pidana 
tersebut. 
Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara 
enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 146 HIR, yang terdiri 
dari : 
a. Bukti tulisan  
b. Bukti dengan saksi 
c. Persangkaan 
d. Pengakuan  
e. Sumpah 
Dalam acara perdata alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan 
pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam 
perkara perdata memegang peran yang penting. Dalam perkara perdata 
alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti 
surat, sedangkan saksi pada dasarnya tidak begitu berperan. 
Yang berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan 
penilaian suatu kenyataan adalah hakim, dan hanya judex facti. Terdapat 
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tiga buah teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan para 
pihak yaitu: 
a. Teori pembuktian bebas 
Pada kedudukannya yang bebas dan merdeka ketika memeriksa suatu 
perkara, maka hakim memiliki kebebasan penuh dalam menilai alat 
bukti. Hakim tidak terikat atau dibatasi oleh suatu ketentuan hukum 
yang dapat mengurangi kebebasan hakim. 
b. Teori pembuktian negatif  
Hakim sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kekurangan dan 
kekhilafannya, maka menuntut perlunya pembatasan terhadap hakim 
sehingga diperlukan ketentuan yang mengikat hakim agar tidak 
melampaui kedudukanya. Ketentuan tersebut membatasi hakim 
dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan 
pembuktian. Hakim dilarang dengan berbagai macam pengecualian 
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 306 RBG 169 HIR, dan 
Pasal 1905 KUH Perdata. 
c. Teori pembuktian positif 
Hakim diperintahkan untuk melakukan suatu tindakan tertentu seperti 
yang diatur dalam Pasal 285 RBG/165 HIR yang menentukan “Akta 
autentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-
undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk 
membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah 
pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak 
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daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan 
juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan 
saja tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan 
itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta 
tersebut”. 
Dalam hukum acara perdata bahwa beban pembuktian akan 
dipikul oleh masing-masing pihak. Posisi hakim di persidangan berfungsi 
mengatur jalannya persidangan agar lancar dan memerintahkan kepada 
para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Ada beberapa teori 
tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim: 
a. Teori hukum subjektif (teori hak) 
Teori ini menetapkan bahwa barang siapa yang mengaku, 
mendalilkan, berpendapat bahwa dirinya yang memiliki suatu hak, 
maka yang bersangkutan harus membuktikannya. 
b. Teori hukum objektif  
Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan 
peraturan hukum atas fakta-fakta utuk menemukan kebenaran 
peristiwa yang diajukan kepadanya. 
c. Teori hukum acara dan teori kelayakan 
Teori ini menitikberatkan pada sikap hakim yang harus adil dan sama 
sama seimbang dalam memberikan kesempatan kepada para pihak 
dalam mengajukan alat bukti. Hakim harus membagi beban 
pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, dengan 
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demikian hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak 
secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para 
pihak adalah sama. 
Jadi, untuk membuktikan adanya unsur penipuan dan pemalsuan 
identitas dalam perkawinan maka penggugat harus membuktikan berupa 
bukti tertulis yaitu fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kartu keluarga, 
fotokopi akta kelahiran, dan juga saksi karena memang pada dasarnya 
beban pembuktian tidak terletak pada hakim melainkan pada masing-




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Sejarah Pengadilan Agama Pemalang 
Pasang surut perkembangan Pengadilan Agama Pemalang tidak 
terlepas dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, yang dahulunya 
bernama Raad Agama Kabupaten Pemalang berdasarkan firman Raja Stbl 
1882 No. 152 tanggal 19 Januari 1882 kemudian menjadi Pengadilan 
Agama Pemalang di bawah Departemen Agama RI dan terhitung mulai 
tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama secara organisasi, administrasi 
dan finansial beralih dari Departemen Agama RI ke Mahkamah Agung RI 
sebagaimana Keppres No. 21 Tahun 2004. 
Lika-liku perkembangannya diikuti pula dengan lika-liku 
perkembangan kewenangan yang dari sebatas hanya menangani 
permasalahan-permasalahan talak dan cerai saja, kemudian berkembang 
pada permasalahan-permasalahan perkawinan secara keseluruhan. 
Permasalahan-permasalahan seputar waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 
infak dan shodaqah juga telah menjadi salah satu kewenangan absolutnya, 
dan terakhir semakin luas kewenangannya dengan masuknya 
permasalahan-permasalahan ekonomi syari’ah dengan segala pernak-




Masa-masa awal berdirinya Pengadilan Agama Pemalang, segala 
aktifitas dan pengelolaan administrasi termasuk aktifitas persidangan 
dilakukan di serambi Masjid Agung Pemalang kemudian beberapa kali 
pindah tempat di rumah kediaman Ketua atau Panitera Pengadilan Agama 
Pemalang yang saat itu menjabat, seperti di rumah KH. Arghubi di  
Pelutan (saat itu menjadi Ketua Pengadilan Agama Pemalang), kemudian 
di rumah KH. Sulaiman (Jl. A. Yani Utara di sebelah Kantor Pos 
Pemalang), pindah lagi di rumah K. Slamet Churmain di Jl. Ketandan,  
Pemalang (saat itu menjadi Panitera Pengadilan Agama Pemalang). Dari 
rumah K. Slamet Churmain kemudian pindah lagi di Jl. Protokol 
(sekarang Jl. Jend. Sudirman) dan terakhir di Jl. Jend. Sudirman Tengah 
No. 113 yang kesemuanya diperoleh dengan sistem sewa/kontrak. 
Kondisi yang memprihatinkan ini, ternyata mengusik perhatian 
Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga pada tahun 1971 - 1976 
Pengadilan Agama Pemalang mendapat bantuan dalam hibah dari 
Pemerintah Kabupaten Pemalang sebuah tanah seluas 780 m2 dan 
bangunan yang terletak di Jl. Slamet No. 1A Pemalang (sekarang Jl. 
Tentara Pelajar No. 2 Pemalang), yang secara resmi digunakan 
pemakaiannya pada tanggal 22 Juli 1978. 
Pada tahun 1981/1982 melalui Daftar Isian Proyek tahun 
Anggaran 1981/1982, Pengadilan Agama Pemalang memperoleh tanah 
seluas 1.000 m2 dan gedung beserta meubelairnya yang terletak di Jl. 
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Tentara Pelajar No. 17 Pemalang. Adapun gedung baru dan fasilitas yang 
ada di dalamnya secara resmi digunakan pada tanggal 12 Juni 1982. 
Pada tahun 2003, dari dana DIP Pengadilan Agama Pemalang 
tahun 2003 dan sebagian dari bantuan Pemerintah Kabupaten Pemalang, 
Pengadilan Agama Pemalang mendapatkan tanah seluas 3.000 m2 yang 
terletak di Jl. Sulawesi, Pemalang yang pada Tahun Anggaran 2006 dan 
2007 melalui DIPA Pengadilan Agama Tahun Anggaran 2006 dan 2007, 
gedung Pengadilan Agama Pemalang beserta fasilitas yang ada di 
dalamnya dapat berdiri dengan megah. 
2. Periodisasi Kepemimpinan 
Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pemalang (dulu Raad Agama 
Kabupaten Pemalang) hingga sekarang sudah banyak “tangan-tangan” 
yang berjasa berjuang untuk membangun dan meningkatkan peran, fungsi 
dan kedudukan Pengadilan Agama Pemalang di masyarakat, sehingga 
Pengadilan Agama Pemalang sebagai suatu lembaga pemerintah, dapat 
dipandang sebagai salah satu institusi/lembaga peradilan yang berwibawa 
dan dihormati.  
Berkat tangan kreatif para pimpinan didukung semangat 
karyawan-karyawannyalah yang menjadikan Pengadilan Agama 
Pemalang tetap eksis sampai sekarang sesuai tuntutan zaman. Dan dari 
awal berdirinya hingga sekarang, tercatat 21 pimpinan yang menorehkan 
“tinta emas”, dalam sejarah keberadaan Pengadilan Agama Pemalang, 
beliau-beliau adalah : 
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a. KH. Arghubi ( 3 Januari 1947 s.d 30 April 1950 ). 
b. Kyai Machzun ( 1 Mei 1950 s.d 31 Juli 1950 ). 
c. R. Muchtar Mukti ( 1 Agustus 1950 s.d 1 Juni 1953. 
d. Kyai Muhammad Muhdi ( 1 Juni 1953 s.d 24 Maret 1958). 
e. K.R.H. Muhammad Mahfud ( 24 Maret 1958 s.d 9 Juni 1959). 
f. K.R. Nur Salim ( 9 Juni 1959 s.d 1 Januari 1962 ) 
g. K.H. Johan Muhari ( 1 Januari 1962 s.d 1 Agustus 1962). 
h. K.H. Muhyidin ( 1 Agustus 1962 s.d 1 September 1962 ). 
i. K.H. Zawawi ( 1 September 1962 s.d 31 Oktober 1964 ). 
j. K.H. Johar Muhari ( 1 September 1964 s.d 30 Maret 1965 )  
k. K.H. Sobrowi ( 1 April 1965 s.d 1 Juni 1971 )  
l. K.H. Drs. Mura`in ( 1 Juni 1971 s.d 31 Maret 1976) 
m. Moh. Makmuri ( 10 April 1976 s.d tahun 1978 ) 
n. Muchtar, B.A ( 2 Januari 1978 s,d. tahun 1980 ) 
o. Drs. Abdul Manan ( 1 November 1981 s.d tahun 1990 ) 
p. Drs. Syamsul Falah, S.H. ( Tahun 1990 s.d 4 Pebruari 1999 )  
q. Drs. Hasan Bisri, S.H ( 4 Februari 1999 s.d 1 April 2000 )  
r. Drs. Djamhuri Ramadhan, S.H. (1 April 2000 s.d 29 Juli 2002) 
s. Drs. Ibrahim Salim, S.H. ( 29 Juli 2002 s.d 13 April 2004 )  
t. Drs. H. Wiyoto, S.H ( 13 April 2004 s.d 4 Mei 2007)  
u. Drs. H.M. Arifien Bustam, MH ( 4 Mei 2007 s.d akhir Oktober 2010).  
v. Drs. H. Ali Maskuri, SH, 
w. Drs. H. Asep Imadudin, S.H, 
48 
 
x. Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, SH., M.H 
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang 
a. Visi 
Terwujudnya  Pengadilan Agama Pemalang  yang Agung  
b. Misi 
1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan 
peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
2) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 
3) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermanfaat 
dan dihormati. 
4) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak 
memihak dan transparan. 
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang 
Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama sedikit banyak menuntut aparat lembaga Peradilan 
Agama untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan yang tinggi dan 
mempersiapkan kapasitasnya terutama yang berhubungan dengan 
kewenangan Pengadilan Agama yang semakin luas, tidak terkecuali 
Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Agama Pemalang.  
Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, 
Pengadilan Agama Pemalang didukung oleh 32 SDM yang handal yang 
terdiri atas : 
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a. Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) 17 orang, 
b. Panitera 1 orang, 
c. Sekretaris 1 orang 
d. Kepaniteraan 8 orang 
e. Kesekretariatan 3 Orang 
f. Kejurusitaan 6 orang 
g. Staff 5 Orang 
h. Tenaga Tidak tetap (Honorer) 15 orang 
Adapun diagram struktur organisasi adalah sebagai berikut : 
 
 
5. Perkara Nomor : 2256/Pdt.G/2011/PA.Pml 
a. Deskripsi 
Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili 
perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan 
dalam perkara pembatalan nikah antara : 
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PPPP (disamarkan) umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan 
Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, bertempat 
tinggal di  kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut  sebagai 
Pemohon, melawan X (disamarkan) pria umur 28 tahun, agama Islam, 
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di  kabupaten Pemalang, 
selanjutnya disebut Termohon I dan Y, seorang wanita, umur 28 
tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kabupaten 
Pemalang, selanjutnya disebut Termohon II. 
Pengadilan Agama tersebut, telah membaca dan mempelajari 
surat-surat perkara, setelah mendengar pihak yang berperkara dan 
para saksi di muka sidang. 
b. Duduk Perkara 
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat 
permohonannya tertanggal 29 September 2011 yang terdaftar di 
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register Perkara 
Nomor : 2256/Pdt.G/2011/PA.Pml. tanggal 29 September 2011, 
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 
1) Bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki : X, lahir 
di Pemalang tanggal 12 Agutus 1983, agama Islam, pekerjaan 
swasta, alamat di RT.002 RW. 008 desa Mojo, kecamatan 
Ulujami, kabupaten Pemalang status jejaka dengan seorang 
wanita : Y, lahir : Pemalang tanggal 29 Mei 1983, agama Islam, 
pekerjaan swasta, alamat : RT. 006 RW. 005 desa Mojo, 
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kecamatan Ulujami, kabupaten Pemalang, status perawan dengan 
menggunakan wali nasab. 
2) Bahwa perkawinan dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Ulujami atas dasar surat yang dikeluarkan 
oleh Kepala Desa Mojo Kecamatan Ulujami. 
3) Bahwa pernikahan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 1 
Agustus 2010 dengan nomor : Akta Nikah 563/04/VII/2010. 
4) Bahwa berdasarkan surat dari Kapolres Pemalang nomor : 
B/1047/VII/2011/Reskrim tanggal 11 Juli 2011, perihal Bantuan 
Panggilan Saksi, bahwa setelah kami diperiksa kami mengetahui 
ternyata perkawinan seorang wanita Y menggunakan identitas 
palsu, Y adalah Y yang beralamatkan desa Mandiraja, Kecamatan 
Moga, Kabupaten Pemalang yang berstatus bersuami dengan 
dibuktikan dengan Buku Nikah atas nama XX dengan XX yang 
menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga pada hari 
Jum’at tanggal 21 Juli 2000 dengan menggunakan wali hakim 
dengan nomor Akta Nikah 138/62/VII/2000. 
5) Bahwa perkawinan tersebut melanggar UU. No. 1 Tahun 1974; 
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar 
Pengadilan Agama Pemalang menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
1) Mengabulkan permohonan Pemohon. 
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2) Membatalkan perkawinan antara X dengan Y yang 
dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2010 
dengan nomor Akta Nikah 563/04/VIII/2010. 
3) Membebankan biaya perkara menurut hukum. 
Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah 
ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir menghadap 
sendiri di persidangan. 
Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan 
Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. 
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, 
Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban yang pada 
pokoknya sebagai berikut : 
Termohon I : X 
1) Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon 
karena telah menerima salinan permohonannya. 
2) Bahwa benar Termohon I telah melangsungkan pernikahan 
dengan Termohon II pada tanggal 01 Agustus 2010 dan dicatat 
oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ulujami, 
Kabupaten Pemalang dengan Akta Nikah Nomor : 
563/04/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010. 
3) Bahwa benar ketika Termohon I menikah dengan Termohon II, 
ternyata Termohon II masih berstatus sebagai istri dari XX, 
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Termohon I mengetahui hal tersebut setelah pernikahan karena 
ada pengaduan suami Termohon II ke Kapolres Pemalang. 
4) Bahwa yang saksi ketahui sebelum menikah, Y berstatus 
perawan. 
5) Bahwa pada saat Termohon I menikahi Y, yang menjadi wali 
nikah adalah XXX yang ternyata bukan ayah kandungnya 
melainkan pamannya. 
6) Bahwa ayah kandung Y bernama XXXX yang sekarang berada di 
Kalimantan. 
7) Bahwa setelah menikah, Termohon I sudah melakukan hubungan 
suami istri dengan Y dan sudah mempunyai 1 orang anak. 
Termohon II : Y 
1) Bahwa Termohon II sudah mengerti maksud permohonan 
Pemohon karena telah menerima salinan permohonannya. 
2) Bahwa benar apa yang sudah disebutkan Pemohon dalam surat 
permohonannya. Bahwa benar X sebelum menikah tidak 
mengetahui status Termohon II, X kenal dengan Termohon II 
karena Termohon II diasuh dan tinggal di rumah Paman XXX di 
Desa Mojo, Kecamatan Ulujami sekitar 8 tahun, karena orang tua 
kandung Termohon II semua berada di Kalimantan dan selama 





Termohon II yang bernama : Y. 
1) Bahwa pada saat Termohon II menikah dengan X, yang menjadi 
wali nikah Y paman Termohon II. 
2) Bahwa ayah kandung Termohon II bernama XXXX. 
3) Bahwa sebenarnya waktu itu Termohon II sudah mengajukan 
proses perceraian dengan XX namun masih dalam proses belum 
putus, tetapi paman Y mendesak Termohon II agar tetap 
melangsungkan pernikahan Termohon II dengan X. Segala 
sesuatu akan ditanggung oleh paman termasuk ke Kapolres 
Pemalang, paman Y sekarang tidak bertanggungjawab dan 
melarikan diri hingga sekarang. 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil 
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :  
1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor : 
3327101605710001 yang di keluarkan oleh Kepala 
DISDUKCATPIL Kabupaten Pemalang pada tanggal 06 Mei 
2011 (Bukti P.1). 
2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon I dan 
Termohon II Nomor : 3327131208830007 tanggal 28 Juni 2010 
dan Nomor : 3327136905810001 tanggal 26 April 2010 yang di 




3) Fotocopy kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang Nomor : 
563/04/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 (Bukti P.3). 
4) Fotocopy duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang No. 
Kd.11.27/PW.01/90/V/2006 tanggal 16 Mei 2006 (Bukti P.4). 
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak 
akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon 
putusan. 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, 
maka majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita 
Acara Pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat 
dalam pertimbangan majelis secara keseluruhan. 
c. Pertimbangan Hukum 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. 
Menimbang, bahwa setelah memeriksa kompentensi absolut 
sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 
1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 
tahun 2009, dan kompetensi relatif (bukti P.1) maka perkara ini 
menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pemalang. 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4, 
maka telah terbukti antara Termohon II dengan XX masih terikat 
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dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu Permohonan Pemohon 
terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. 
Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II yang 
menghadap sendiri di persidangan telah memberikan jawaban yang 
pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon 
sebagaimana telah diuraikan di atas. 
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan 
pembatalan nikah, disebabkan Termohon II pada saat akad nikah 
dilangsungkan, telah melakukan penipuan dengan memalsukan status 
dirinya, dimana ia mengaku bernama : Y, lahir : Pemalang tanggal 29 
Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat : RT. 006 RW. 005 
desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, status 
perawan dengan menggunakan wali nasab tetapi ternyata Termohon 
II telah mempunyai suami bernama XX yang menikah pada tanggal 
21 Juli 2000 berdasarkan fotocopy duplikat kutipan Akta Nikah 
nomor : Kd.11.27/PW.01/90/V/2006 tanggal 16 Mei 2000 dan pada 
saat itu belum bercerai. 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil 
permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 
bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4. 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4, 
berupa fotocopy duplikat kutipan Akta Nikah nomor : 
Kd.11.27/PW.01/90/V/2006 tanggal 16 Mei 2006, maka terbukti 
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antara Termohon II dan XXXX sejak tanggal 21 Juli 2000 masih 
terikat dengan pernikahan yang sah. 
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan 
dengan bukti surat tertanda P.4, maka Majelis telah dapat menemukan 
fakta di persidangan yang pada pokoknya telah terbukti Termohon II 
dan Termohon II pada saat dilaksanakan pernikahannya, Termohon II 
masih terikat dengan pernikahan yang sah dengan XXXX 
sebagaimana ternyata dalam bukti P.4. 
Menimbang, bahwa dengan demikian pernikahan Termohon I 
dan Termohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 
Agustus 2010 dengan Nomor Akta : 563/04/VIII/2010 adalah batal 
sebagaimana disebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf 
(b) dan (e). 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) 
UU No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, 
Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 
menurut undang-undang dapat mengajukan pembatalan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar 
perkawinan antara Termohon II dengan X dibatalkan cukup 
beralasan, karena itu dapat dikabulkan. 
Menimbang, bahwa permohonan pembatalan nikah adalah 
termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 
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89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara 
sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat. 
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. 
d. Putusan 
1) Mengabulkan permohonan Pemohon. 
2) Membatalkan perkawinan antara Termohon I (X) dengan 
Termohon II (Y) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 
01 Agustus 2010 dengan nomor Akta Nikah :563/04/VIII/2010. 
3) Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara 
ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). 
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 
Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1432 
Hijriyah, oleh kami H.Moch. Ichwan, S.H. sebagai Hakim Ketua 
Majelis, Hj. Sri Sulistyani Endang S., S.H., M.Si. dan Drs. Asnawi, 
S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari 
itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk 
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan 
dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri 





1. Analisus Putusan  Nomor : 2256/Pdt.G/2011/PA.Pml. 
a. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Dalam putusan perkara Nomor : 2256/Pdt.G/2011/PA.Pml 
putusnya pembatalan perkawinan tersebut didasarkan atas beberapa 
sebab yaitu : 
1) Bahwa Termohon II diketahui telah memalsukan identitas dirinya 
dalam perkawinan dengan Termohon I yaitu berupa pemalsuan 
status. 
2) Bahwa Termohon II diketahui telah mempunyai suami. 
Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh 
pengadilan karena secara sederhana ada dua sebab terjadinya 
pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 
2019. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan, contohnya yaitu 
tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi, 
poligami tanpa ijin dari pengadilan agama dan alasan prosedural 
lainnya. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan, contohnya 
perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka 
mengenai calon suami dan istri. 
Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan secara rinci 
dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu alasan-
alasan pembatalan perkawinan : 
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1) Perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat-syarat 
perkawinan (Pasal 22 UU Perkawinan). 
2) Salah satu pihak masih terikat dalam satu hubungan perkawinan 
(Pasal 24 UU Perkawinan). 
3) Perkawinan yang dilangsungkan tidak di hadapan pejabat yang 
berwenang (Pasal 26 Ayat (1) UU Perkawinan). 
4) Perkawinan yang dilangsungkan tidak ada wali nikah yang sah 
dan karena tidak ada dua orang saksi (Pasal 26 Ayat (2) UU 
Perkawinan). 
5) Perkawinan yang dilangsungkan karena adanya suatu ancaman 
yang melanggar hukum (Pasal 27 Ayat (1) UU Perkawinan). 
6) Perkawinan yang dilangsungkan karena adanya penipuan atau 
salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 27 Ayat (2) 
UU Perkawinan). 
Dilihat dari sebab terjadinya pembatalan perkawinan pada 
putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2011/PA.Pml, bahwa Termohon II telah 
memalsukan identitasnya yang ternyata telah mempunyai seorang 
suami, dengan begitu perkawinannya dapat dibatalkan sesuai dengan 
bunyi Undang-Undang Perkawinan pasal 24 dan pasal 27 ayat (2). 
Dalam pasal 24 dijelaskan bahwa barang siapa karena 
perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah 
pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan 
pembatalan perkawinan yang baru. 
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Sedangkan di dalam pasal 27 dijelaskan sebagai berikut : 
1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di 
bawah ancaman yang melanggar hukum. 
2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. 
Alasan pembatalan perkawinan tersebut dalam pasal 27 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah alasan yang agak 
limitatir tetapi tidak secara mutlak. Alasan tersebut tidak menutup 
kemungkinan timbulnya alasan-alasan lain yang dapat digunakan 
untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang didasarkan kepada 
ketentuan dalam batas-batas perikemanusiaan dan kesusilaan, seperti 
penipuan, penyakit gila dan impoten. Hal ini penting untuk 
mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Undang-
Undang Perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga bahagia dan 
sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan 
perkawinan tersebut tidak akan tercapai kalau dalam pelaksanaan 
perkawinan terjadi catat sehingga merugikan salah satu pihak. 
Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan untuk 
membatalkan suatu perkawinan sudah barang tentu didasarkan pada 
pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Pertimbangan-
pertimbangan hukum tersebut adakalanya secara eksplisit tertuang 
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dalam naskah putusan, adakalanya disebutkan secara implisit dalam 
naskah putusan, serta menjadi pertimbangan hukum para hakim 
dalam memutus perkara adakalanya berupa naskah Al Qur'an dan Al 
Hadits. 
Sebagai bukti penggunaan mekanisme dan landasan hakim 
dalam memutus perkara sebagaimana yang diungkapkan di atas, 
dapat dicermati dari perkara Nomor : 2256/Pdt.G/2011/PA.Pml. 
Hasil wawancara dengan bapak Drs. M. Sakdulloh, yang saat 
penelitian ini ditulis sedang menjabat sebagai hakim di Pengadilan 
Agama Pemalang, menyatakan bahwa Ketua Majelis menetapkan 
bahwa pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam 
kasus ini sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 27 ayat 
(2) yang telah dijelaskan di atas.  
Dengan dijatuhkannya putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap, mengakibatkan seolah-olah tidak pernah 
terjadi suatu perkawinan antara suami isteri yang perkawinannya 
dibatalkan tesebut. Pembatalan merupakan tindakan pengadilan 
berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu 
dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu 
dianggap tidak pernah ada. 
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Dasar pertimbangan hukum Islam yang dijadikan Hakim 
dalam memutuskan perkara nomor : 2256/Pdt.G/2011/PA.Pml 
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menurut penulis sudah sesuai, karena Hakim telah membatalkan 
perkawinan antara X dan Y,  karena di dalam perkawinan tersebut 
telah terjadi penipuan.  
Pada Pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan 
bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami 
melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, lalu pada 
Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami 
atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau 
salah sangka mengenai diri suami atau istri. Inilah yang menjadi dasar 
dan landasan hukum dilakukannya pembatalan perkawinan dengan 
alasan pemalsuan identitas. 
Berangkat dari pembatalan perkawinan, khususnya dalam 
perkawinan antara X dengan Y. Perbuatan pemalsuan yang dilakukan 
merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan 
kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri 
atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam 
masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa 
adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat 
tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman 
bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. 
Status anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 75 dan 76 
KHI,  Anak-anak tetap menjadi anak yang sah sehingga pembatalan 
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perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak 
dengan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan 
mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun 
perkawinan mereka telah dibatalkan oleh pengadilan. Hal tersebut 
terjadi karena perkawinan merupakan persoalan yang harus tunduk 
pada ketentuan perundang-undangan. 
Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan 
perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan 
perkawinan, baik suami, isteri, anak maupun pihak ketiga. 
Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat 
hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak. 
Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan 
erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya 
kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta 
benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat 
dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka 
syarat dan rukun perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam harus dipenuhi oleh 
pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. 
Oleh sebab itu hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu 
dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat, akan secara efektif  berfungsi mewujudkan ketertiban 
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dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai 
dengan hukum itu.  
2. Status anak dan harta terkait pembatalan perkawinan. 
a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Posisi anak akibat dari pembatalan perkawinan memang 
memiliki kedudukan yang tidak berlaku surut atau dengan pengertian 
tetap sebagai anak yang sah, walaupun akibat putusan Pengadilan 
Agama berupa pembatalan perkawinan, ia mempunyai hak 
pengasuhan dan kesambungan nasab baik dari bapak maupun dari 
ibunya dari perkawinan yang batal atau dibatalkan oleh Pengadilan 
Agama. 
Suami istri yang perkawinannya di batalkan akan 
mengakibatkan antara keduanya seolah-seolah tidak pernah ada atau 
terjadi perkawinan diantara keduanya, meskipun suatu pembatalan itu 
pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu 
perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu 
perkawinan dibatalkan tidak boleh beranggapan seolah-olah tidak 
pernah terjadi suatu perkawinan karena banyak kepentingan dari 
berbagai pihak yang harus dilindungi. Begitu juga halnya dengan 
anak yang dilahirkan dari akibat dibatalkannya perkawinan diantara 
kedua orang tuanya. 
Perwalian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54, 
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akan tetapi juga mempunyai kaitan yang erat dengan Pasal 48 dan 
Pasal 49 yang mengatur tentang kekuasaan orang tua dan 
pembatasannya. Pada Pasal 49 ditentukan bahwa kekuasaan salah 
seorang dari orang tua dapat dicabut dengan keputusan pengadilan 
atas permintaan orang tua yang lain. 
Dari ketentuan Pasal 49 ini dapat ditafsirkan, bahwa menurut 
Undang-Undang Perkawinan kekuasaan orang tua terhadap anak 
dapat dijalankan oleh seseorang dari kedua orang tua si anak. 
Perwalian hanya ada bilamana terhadap seseorang anak tidak 
berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama sekali. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan di dalam Pasal 50 (1) yang menyatakan bahwa: 
“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun, belum pernah 
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan 
wali.” 
Dengan demikian maka putusnya perkawinan antara kedua 
orang tua, tidak dengan sendirinya mengakibatkan anak berada di 
bawah kekuasaan wali. Kecuali apabila, dalam putusnya perkawinan 
kedua orang tua telah menyerahkan anaknya di bawah kekuasaan 
wali. Dalam perkara ini ada yang lebih berhak memelihara anak 
tersebut yakni isteri (ibu) sebagai dalil bahwa ibu yang lebih berhak 
daripada ayah (suami) atas hadhanah si anak jika ada sengketa 
tentang hak tersebut. 
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Hal ini justru demi melihat kemaslahatan dari si anak, karena 
itu anak boleh diserahkan kepada ibu walaupun si ibu sudah 
bersuamikan orang lain. Kalau kepentingan (kemaslahatan) si anak 
terganggu karena ibunya bersuamikan orang lain, maka ayahnyalah 
yang lebih berhak memelihara si anak. Jadi ibu lebih berhak 
memelihara si anak selama Hakim masih memandang belum ada 
sebab yang menyebabkan si ayah lebih patut memelihara dan 
mengasuh anak itu. Bisa saja seorang anak itu di bawah perwalian 
seorang ayah, jika ibunya oleh Pengadilan dinyatakan tidak sanggup 
untuk memelihara anak baik karena faktor biaya maupun faktor 
lainnya seperti tingkah laku ibunya dianggap tidak layak atau secara 
moral ibunya dianggap tidak pantas untuk memelihara anak tersebut. 
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI Pasal 76 “Batalnya 
suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara 
anak dengan orang tuanya”. Maka dapat dipahami bagi anak-anak 
yang terlanjur lahir setelah pengadilan membatalkan perkawinan 
orang tuanya, maka anak-anak tersebut tetap dianggap anak sah. Hal 
ini di dasarkan pada nilai kemanusiaan dan kepentingan anak tersebut 
ketika beranjak dewasa, agar memilki perlindungan hukum. 
Kemudian di dalam Islam, salah satu sebab kewarisan adalah 
adanya hubungan kekerabatan dimana di dalam hubungan 
kekerabatan atau darah itu tidak menutupi kemungkinan bahwa anak 
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yang lahir tersebut merupakan anak hasil dari wathi’ syubhat baik 
syubhat hukum maupun syubhat perbuatan. Syubhat perbuatan adalah 
hubungan kelamin laki-laki dan perempuan yang masing-masing 
meyakini pasangan yang digaulinya itu adalah pasangan yang sah, 
dan ternyata dikemudian hari diketahui sebaliknya. 
Sedangkan syubhat hukum seperti seseorang yang melakukan 
hubungan kelamin dalam akad nikah yang sah, kemudian ternyata 
pernikahan tersebut tidak sah. Si pelaku tidak dihukum berdosa dan 
tidak dikenai sanksi had. Dasar hukumnya adalah Al-Qur’an Surat 
Al-Ahzaab ayat (5) “Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang 
kamu khilaf (keliru) padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 
disengaja oleh hatimu.” Lalu Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al 
Baihaqi dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad bersabda: “Sesungguhnya 
Allah mengampuni dari umatku atas perbuatan yang dilakukan karena 
kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksakan atasnya.” 
Kelahiran anak dari hasil wathi’syubhat menyebabkan 
hubungan kekerabatan dan untuk selanjutnya berlaku pula hubungan 
kewarisan di dalamnya. Jadi anak tersebut dapat mewarisi harta dari 
ayah atau ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan 
kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu), kecuali jika pembatalan 
perkawinan tersebut disebabkan salah adanya salah satu dari suami 
atau istri yang murtad. Alasan murtad dalam pembatalan perkawinan 
selain diatur dalam hukum Islam juga merupakan tambahan dari 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun 
Kompilasi Hukum Islam, tentang pembatalan perkawinan yang 
sebelumnya menyebutkan alasan murtad hanya dapat diputus dengan 
perceraian, tetapi ada penambahan pada pasal selanjutnya bahwa 
terhadap suami istri yang murtad maka perkawinan juga dapat 
dibatalkan. 
Pembatalan perkawinan tidak berakibat surut terhadap status 
anak. Anak tetap sebagai anak sah dan tidak akan memutuskan 
hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan yang 
telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum baik terhadap 
suami-istri, maupun terhadap anak-anak mereka. Jika perkawinan 












Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemalsuan identitas istri dalam perkawinan dapat mengakibatkan pembatalan 
perkawinan, sesuai dengan pasal 24 dan 27 ayat 2 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal  71 huruf (a) Kompilasi Hukum 
Islam.  
2. Status anak karena adanya pembatalan perkawinan adalah tetap sebagai anak 
sah, mengenai harta bersama dapat diselesaikan menurut hukumnya masing-
masing baik menurut hukum agama, hukum adat maupun hukum lainnya. 
B. Saran 
Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan pembahasan 
pada bab-bab sebelumnya: 
1. Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan hendaknya terlebih dahulu 
meneliti identitas calon pasangannya dengan seksama. 
2. Perlunya diadakan kegiatan dan penyuluhan hukum perkawinan kepada 
masyarakat sehingga masyarakat tahu akibat hukum dari perkawinan yang 
mereka lakukan dan tahu tata cara perkawinan yang sah menurut hukum 
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perkawinan yang berlaku serta bisa ikut mengontrol dan mengetahui bila ada 
suatu perkawinan yang melanggar hukum yang berlaku. 
3. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara mengenai pembatalan 
perkawinan, juga harus memutuskan mengenai nasib dari anak hasil 
perkawinan yang dibatalkan seperti penetapan wali dari anak tersebut, juga 
mengenai kewajiban pemeliharaan anak hasil dari perkawinan yang 
dibatalkan, dengan demikian hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan 
yang dibatalkan akan lebih terjamin dan terlindungi secara hukum. 
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